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GUBERNUR DIY: KELOLA SAMPAH MANDIRI

YOGYA (KR) - Guber-
nur DIY Sri Sultan Ha-
mengku Buwono (HB) X
meminta kepada kabupa-
ten/kota di DIY untuk me-
ngurangi produksi sampah
di level hulu dan menge-
lolanya secara mandiri. Ja-
di adanya kebijakan penu-
tupan Tempat Pembuang-
an Akhir (TPA) Regional
Piyungan saat ini diharap-
kan bisa menggerakkan
kabupaten/kota untuk ak-
tif mengolah sampah di
daerahnya masing-masing.

Tanpa Paksaan, Kadang Tak Jalan

KR-Riyana Ekawati
Sultan Hamengku Bu-
wono X

Hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi beban TPA
Regional Piyungan yang telah mengalami kelebihan ka-

pasitas.

* Bersambung hal 7 kol 5

Tanpa.........

"Sekarang ini masalah-
nya kalau tidak dipaksa, ka-
bupaten/kota itu kan tidak
jalan. Jadi memang ditutup,
dipaksa karena sudah
kelebihan kapasitas,” kata
Sultan HB X di Kepatihan,
Yogyakarta, Senin (31/7).

Sultan mengatakan, se-
betulnya sudah sejak 2
tahun lalu dirinya memberi-
kan izin Tanah Kas Desa
(TKD) digunakan untuk
tempat pembuangan sam-
pah atau pengelolaan sam-
pah, tetapi hal itu tidak dilak-
sanakan. Kabupaten/kota
baru melaksanakan penge-
lolaan sampah saat TPA
Regional Piyungan ditutup.
Tapi sekarang mulai jalaw’
karena mereka sudah me-
miliki tempat pengolahan
sampah sendiri. .

"Sebetulnya kami sudah
memberikan izin Tanah
Kas Desa untuk mem-
buang sampah, sambil
berproses ning ora digawe
(tapi tidak dibuat), sudah 2-
tahun yang lalu. Baru 4 bu-
lan lalu begitu kami kasih
surat fak tutup, grobyagan.
Walaupun saat ini mereka
akhirya mau bergerak dan
sudah punya (tempat pen-
golahan sampah) sendiri-
sendiri. Kalau tidak dipaksa
rada (agak) otoriter ternya-
ta tidak mau. Masalahnya
hanya di situ saja,” terang
Sultan.

il e e e b s sl & e Sambungan hald

Sultan mengungkapkan,
berdasarkan regulasi yang
ada, Pemkab/Pemkot-lah
yang memiliki tugas di
wilayahnya, sedangkan
provinsi hanya memfasili-
tasi. Tapi yang terjadi di DIY,
seluruh sampah dari tiga
kabupaten/kota langsung
dibuang di TPA Regional
Piyungan tanpa adanya
pemilahan dan pengolahan
di tingkat dua. "Memang
bunyi Undang Undang,
sampah itu wewenang ka-
bupaten kita kan memfasili-
tasi saja. Bukannya tidak
mau,” ungkap Sultan.

Gubernur DIY meminta
kabupaten/kota untuk se-

gera mengurangi produksi
sampah di level hulu.
Kabupaten Bantul dan
Sleman harus mengelola
sampah secara mandiri di
masing-masing  daerah.
Karena usia TPA Regional
Piyungan saat ini sudah se-
makin singkat. Jadi meski
sudah mulai dibuka, tapi
masih terbatas dan hanya
mampu menampung sam-
pah dari Kota Yogyakarta.
Pembuangan sampah ke
kawasan tersebut pun saat |
ini dibatasi 100-200 ton saja
sehari. Sedangkan Bantul -
an Sleman dikelola secara
mandiri oleh masing-ma-
sing wilayah. (Ria)-d
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